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BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 25 TAHUN  2023 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 28 TAHUN  2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,  

 
Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu 

melakukan penyesuaian atas Nomenklatur Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

 

  b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu 
melakukan penyesuaian atas nomenklatur jabatan 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; 
 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

 
 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
 
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120  Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

 
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539);  

 
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyerderhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021            

Nomor 546); 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
 

  13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2021 Nomor 5); 
 
  14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2021 Nomor 28); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), diubah sebagai 

berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 13 

 
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

(3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
terdiri atas : 
a. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian: 

1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Keuangan; dan 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;  

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 
e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;  
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 18 

 
(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan 
informatika, persandian dan statistik. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan 

fungsi : 
a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, 

persandian dan statistik; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, 
persandian dan statistik; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan 
informatika, persandian dan statistik; 
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d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan 

informatika, persandian dan statistik; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

(3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian terdiri dari : 
a. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian: 

1. Sub Bagian Program dan Data; 
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

b. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; 
c. Bidang E-Government dan Infrastruktur Teknologi Informasi 

dan Komunikasi;  

d. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;  
e. Unit Pelaksana Teknis; dan 

f. Jabatan Fungsional. 
 

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 04 Desember 2023 
 

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

       CAP/TTD 
 
             ZAKLY ASSWAN 

 
Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 04 Desember 2023 
   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

         HULU SUNGAI UTARA, 
 
   CAP/TTD 

 
         ADI LESMANA 

   
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 25. 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI    

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

P/TTD 

CAP/TTD 

 

ZAKLY ASSWAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

 

BIDANG  
PELAYANAN 

PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

 

 

BIDANG  
PELAYANAN 

PENCATATAN SIPIL 

 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI 

ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN 

 

SUB BAGIAN  

KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN  

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR  25 TAHUN 2023 
TANGGAL 04 DESEMBER 2023 

 

KEPALA 

BUPATI 
 
 
 

WAKIL BUPATI 
 

 

SEKRETARIAT 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 

 

BIDANG PEMANFAATAN 
DATA DAN INOVASI 

PELAYANAN 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

 



7 
 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI    
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

CAP/TTD 

 

ZAKLY ASSWAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR  25 TAHUN 2023 

TANGGAL 04 DESEMBER 2023 

 

KEPALA 

BUPATI 
 
 

 

WAKIL BUPATI 
 

 
 

 

BIDANG INFORMASI, 
KOMUNIKASI PUBLIK 

DAN STATISTIK 

 

BIDANG  
E-GOVERNMENT DAN 

INFRASTRUKTUR 

TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 

 
 

BIDANG  

PERSANDIAN DAN 
PENGAMANAN INFORMASI 

 

SEKRETARIAT 

 

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN DATA 

 

SUB BAGIAN  

TATA USAHA 

 

SUB BAGIAN  

KEUANGAN DAN ASET 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

 


